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Sifat : Penting
Lampiran -
Perihal : Imbauan
Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara
di-

Banjamegara

A. Dasar Hukum

1.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupafi, dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupatfi, Serta Walikota dan Wakil
Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota



10.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan
dan Jadwal Pemillhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Peratura Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
‘Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihah Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum WNomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
VWakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 tentang pencegahan Pelanggaran
dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Sehubungan dengan akan berlangsungnya tahapan pemunguian suara pada
tanggal 27 November 2024 dan berdasarkan dasar hukum yang tertuang dalam
huruf A, bersama ini kami sampaikan beberapa ha) sebagai berikut ;

1.

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Komisi Pemillhan Umum Nomor 7 Tahun
2024 tentang Penyusunan Daftar Pemifih Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota bahwa pemilih harus memenuhi syarat :
a. memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hokum Ietap; dan
c. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasijonal Indonesia atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
Dajam Pemilihan Gubernur dan Wakii Gubernur, Bupati dan Wakii Bupaf,
Serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa (1) Pemilih yang berhak
memberikan suara di TPS meliputi :



Tembusan Kepada Yth : \ |
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan); \ |

2. Arsip.

1.

a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS
yang bersangkutan;

b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan
daftar Pemilih Pindahan.

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum
memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan
Biodata Penduduk.

Bahwa berdasarkan hasil monitoring serta pengawasan Bawaslu
Kabupaten Banjarnegara, di Kabupaten Banjarnegara masih terdapat
sekitar 1.164 {periode 21 November 2024) data pemilih yang sudah
memenuhi syarat sebagai pemilin. Namun, pemilih belum melakukan rekam
kependudukan atau belum memiliki KTP-el/biodata penduduk (data
terlampir)

Bahwa untuk menjaga hak pilih bagi pemilih sebagaimana dimaksud pada
angka 3 Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada KPU
Kabupaten Banjarnegara untuk mengambil langkah-langkah strategis,
yakni berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.
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